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I 
UUPKS tidak bisa diterapkan dalam kasus Hariman Siregar 
karena unsur-unsur yang dirumuskan dalam ~asal 1 ayat 1 
angka 1 sub a. b. c dan d UUPKS tidak terpenuhi. 
IV. Penutup 
1, Kesimpulan 
a. 	Meskipun UUPKS bersifat sementara karena hanya beriaku 
sampai terbentuknya UU baru yang materinya merupakan 
penyempurnaan materi UUPKS. tetapi masih merupakan 
salah satu sumber hukum positif bagi hukum pidana 
politik di Indonesia baik dari segi formal maupun 
materiilnya, 
b, 	 Dalarn menerapkan UUPKS yang bersifat exceptioni 1. 
seorang hakim diwajibkan untuk menafsirkannya secara 
ekstensif. sistematis dan futuristik. Kebebasan hakim 
menafsirkan tersebut dibatasi oleh sistem hukurrl nega:ra 
dan masyarakatnya atau dibatesi oleh ide hukum yang 
hendak diwujudkan oleh negara dan masyarakatnya. 
G, 	.tllJPI<.~: te:nnasuk dalam delik politik, meskipun perumusan 
deliknya tidak menggunakan istilah deli].;: politi}{, 
tetapi ditegaskan dalam penjelasan umumnya bahwa 
subversi selalu berhubungan dengan politik, ,Jadi 
adanyr3. l Cltar belakang politik rnerupahan unsur 
paling esensial 'dan har"us dapat dibuktikan terlebih 
dahulu untuk mene'ntukan apakah suatu perbuatan dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana . subversi. 
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d. 	 Sehubungan dengan hcil itu. UUPKS tidak dctpctt dit~rctp 
)<;a.n dalarn kasus Hariman :"liregar. kdl·(:?n·'~ tidak ada 
Lltar bela:Kang politH:nya. Disamplng itu unSlu-un::;uJ:: 
1 ayat 1 angka 1 sub a. b, c dan d UUPKS Juga 
, ' 
untuk mewuJudkan sistem hu~um nasionai yang Der;:;unlDt:.l' 
7='ctnca.s i : a dan UUD 19·1:; :::~dnga. L eli per 1U}(dfl kd!:'efld 
Jdngsung dt:llgan penc..:1l' 1 i'\t;,.:1dl .. Ctll 
J:;. 	 Se h~Jbu!1gan dengctn d i rumuskannya Rarli::clngc.w \.~U tentang 
KUHP ( RUUKUHP) saya berpendapat bahwa sebaiknya delik 
materiil karena jika dirumuskan sebagai delik formal 
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